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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang :

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2025

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



8.

10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2025
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

o o

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari

transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung
pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang
dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Belanja Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/
pembelian/penyelesaian/penyelesaian, balik nama, pengosongan,
penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah
serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan
kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi
sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk
pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk
memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan
gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian
atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan
Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk
biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan
perolehan gedung dan bangunan.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, adalah pengeluaran untuk
memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai
siap pakai biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan
tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk
penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat,
menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan
jembatan, irigasi dan jaringan.

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan
dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja
modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria
belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan,
Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal
ini: kontrak sewa beli (leasehold) , pengadaan/pembelian barang-barang
kesenian (karya seni), barang-barang purbakala dan barang-barang
untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah
sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
umumnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.



Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan dirinci sebagai
berikut:

a.

Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar

Rp5.638.059.448.137,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh delapan

milyar lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu

seratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar

Rp5.778.240.613.863,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan

milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan

ratus enam puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar

Rp140.181.165.726,00 (seratus empat puluh milyar seratus delapan

puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh

delapan rupiah);

Belanja Daerah mengalami perubahan yang semula sebesar

Rp7.918.726.087.594,00 (tujuh triliun sembilan ratus delapan belas

milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima

ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar

Rp7.802.347.022.025,00 (tujuh triliun delapan puluh dua milyar tiga

ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua puluh lima rupiah)

atau berkurang sebesar Rpl116.379.065.569,00 (seratus enam belas
milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu lima
ratus enam puluh sembilan rupiah);

Jumlah defisit mengalami perubahan yang semua sebesar

Rp.2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh milyar

enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu

empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar

Rp.2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat milyar seratus

enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah)

atau bertambah sebesar Rp.256.560.231.295,00 (dua ratus enam puluh
enam milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu
dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan mengalami perubahan yang semua sebesar
Rp.2.280.666.639.457,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh
milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh
sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar
Rp.2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat milyar
seratus enam juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua
rupiah) atau berkurang sebesar Rp.256.560.231.295,00 (dua ratus
enam puluh enam milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga
puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
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2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari semula
Rp0,00 (nol) menjadi Rp0,00 (nol).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a.

Lampiran [ berisi mengenai ringkasan penjabaran perubahan APBD
yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran II berisi mengenai penjabaran perubahan APBD menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran III terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa
uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah; dan

2.Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa
barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah.

Lampiran IV terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial
berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial; dan

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial
berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial.

Lampiran V terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan
bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
dan

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan
bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan.

Lampiran VI terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak
daerah kepada pemerintah kabupaten;

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak
daerah kepada pemerintah kota; dan

3. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak
daerah kepada pemerintah desa.

Lampiran VII berisi mengenai rincian dana otonomi khusus menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub

kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
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h. Lampiran VII berisi mengenai rincian DBH-SDA tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

i. Lampiran IX berisi mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah
provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan
perda tentang  Perubahan APBD dan rancangan perkada tentang

penjabaran  perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan
negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Agustus 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

KUSNANDAKA TJATUR P _
H KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 28.

fi-8esuai dengan aslinya
A: BAGIAN HUKUM,

JEL ) OWO, S.H..M.H.
yiga Tingkat I
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